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LURAH TRIMULYO 

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH TRIMULYO, 

 

Menimbang: a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

c. 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

Kalurahan; 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan 

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan, perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaan-

nya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan 

SALINAN 
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dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 134); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  22  Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 34); 

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

11. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 6); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 569); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/ 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1193); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158);  

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 
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23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1261);  

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1); 

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 

Nomor 34); 

28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 

35); 

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 

Nomor 131); 

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 

Nomor 85); 

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 
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(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 2); 

32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, 

Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di 

Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32); 

33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 

28); 

34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 

2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 

Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2021 Nomor 30); 

35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 

Nomor 37); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020  

tentang  Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8); 

39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 72); 
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40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang 

Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 76); 

41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05); 

43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

87); 

45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125); 

46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 

Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 128); 

47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 129); 

48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 153); 

49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran 
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Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2021 Nomor 13); 

50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 14); 

51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan 

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55); 

52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76); 

53. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021 Nomor 77); 

54. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133); 

55. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan 

Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134); 

56. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa 

Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo 

Tahun 2017 Nomor 4); 

57. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Desa Trimulyo Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong 
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Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf 

Honorer Desa (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2019 

Nomor 9); 

58. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pungutan Desa (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2020 

Nomor 2); 

59. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 

2020 Nomor 11); 

60. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12); 

61. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Perubahan RKP Desa Trimulyo Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 

4); 

62. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 

13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2021  

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 5); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO 

dan 

LURAH TRIMULYO 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Kalurahan : 

a. Pendapatan Asli Kalurahan 

b. Pendapatan Transfer 

c. Pendapatan Lain-lain 

 

Jumlah Pendapatan 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

 

686.501.162,00 

3.764.866.539,00 

57.444.252,00 

 

4.508.811.953,00 

 

2. Belanja Kalurahan : 

a. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Kalurahan 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Darurat, dan Keadaan Mendesak 

 

Rp. 

 

Rp. 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

 

2.439.336.234,00 

 

   981.627.743,00 

 

657.355.704,00 

242.424.500,00 

111.290.000,00 

 

 

 Jumlah Belanja Rp. 4.432.034.181,00 

 

 Surplus/(Defisit) Rp. 76.777.772,00 

 

3. Pembiayaan Kalurahan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

 

Selisih Pembiayaan (a-b) 

 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

 

768.368.882,00 

0,00 

 

768.368.882,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I  : Laporan Keuangan; 

b. Lampiran II  : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 

Desember Tahun Anggaran 2021; dan 
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c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program 

Lainnya yang masuk ke Kalurahan.  

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan 

Trimulyo. 

 

Ditetapkan  di Trimulyo                        

pada tanggal 14 Februari 2022 

LURAH TRIMULYO, 

 

Ttd. 

JAUZAN SANUSI 

Diundangkan di Trimulyo                                                                                 

pada tanggal 14 Februari 2022 

CARIK TRIMULYO, 

 

Ttd. 

ARIF MUHAMMAD FAUZI 

 

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 1 

Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis 

Kabupaten Bantul (01/Trimulyo/2022) 

 


